KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN"” YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JI. SWK 104 (lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283,
Telp. (0274) 486733, Fac. (0274) 486188, 486400 email: Ippm@upnyk.ac.id

SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
NOMOR: 0 /UN62.21/LT/IV /2017

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama . Dr.Ir. Heru Sigit Purwanto, MT
Jabatan . Kepala LPPM UPN "Veteran” Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran” Yogyakarta.

Alamat : JI. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283.

Berdasarkan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan
Pengembangan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dengan Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor : 093/SP2H/LT/DRPM/IV/2017, tanggal 03 April 2017
memberikan tugas kepada :

Nama Jabatan Tim
1. Dr PUJI LESTARI S.IP, M.Si Ketua
2. Ir EKO TEGUH PARIPURNO M.T Anggota1
3. ARIF RIANTO BUDI NUGROHO S.T., M.Si. Anggota2

Untuk melaksanakan Penelitian Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dengan bidang Fokus
Kebencanaan Tahun Anggaran 2017 dengan judul :

“MODEL MANAJEMEN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS MELALUI RENCANA
KONTIJENSI ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA
‘ UTARA”

Ketentuan Penugasan:

1. Dukungan dana pelaksanaan penelitian tersebut di atas sebesar Rp. 182.500.000,- (Seratus
Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Jumlah dana belum termasuk seluruh
beban pajak yang berlaku (PPn, PPh 23, PPh 21) sebagaimana rincian terlampir.

2. Dana penelitian disalurkan dalam 2 (dua) tahap pembayaran sesuai ketentuan berlaku yakni:

1) Tahap pertama sebesar 70% dari jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah
penandatanganan Surat Penugasan ini sebesar Rp. 127.750.000,- (Seratus Dua Puluh
Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

2) Pembayaran tahap kedua sebesar 30% atau Rp. 54.750.000,- (Lima Puluh Empat Juta
Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di tambah dana tambahan sebesar Rp. 0,- (Nol
Rupiah) sehingga menjadi Rp. 54.750.000 (Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah) akan diproses oleh LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta setelah peneliti
mengirimkan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan
Salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan dan catatan harian
pelaksanaan penelitian, serta salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan
Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan
70% .



3) Paling lambat tanggal 15 September 2017 Peneliti wajib menyampaikan Laporan
Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita
Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara
Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.

4) Peneliti diwajibkan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dana penelitian kepada LPPM
UPN “Veteran” Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang telah disalurkan.

5) Peneliti diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala (setiap bulan) disertai bukti
otentik setiap rupiah pengeluaran. Laporan keuangan harus bersifat accountable serta
harus mematuhi proporsi anggaran seperti yang tertera dalam panduan penelitian dari
Ditlitabmas.

8) Peneliti wajib membayar kewajiban pajak PPn, PPh 21 dan PPh 23 seperti ketentuan yang
berlaku.

3. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70%, diberikan apabila peneliti telah melengkapi

rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode

penelitian yang digunakan dan yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan
tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.

4. a. Peneliti diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh
pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (website) SIMLITABMAS.
1) Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal 25
Oktober 2017
2) Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal 27 Oktober
2017 (bagi penelitian tahun terakhir)
b. Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk:
Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 3 (tiga) eksemplar yang dijilid "hard cover” dan
soft copy dalam file PDF ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5
kertas A4 pada bagian bawah ditulis :
Dibiayai oleh :
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017

c. Laporan Hasil Penelitian tersebut di atas harus memenuhi ketentuan dalam pedoman
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi X.

d. Peneliti tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian tersebut
kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan tertulis dari Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta.

e. Peneliti diwajibkan menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah di jurnal
internasional/nasional terakreditasi, seminar, buku ajar serta Paten, TTG maupun Model
Pemberdayaan Masyarakat. Bukti luaran penelitian harus dikumpulkan ke LPPM.

f. Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan
hasil penelitian ini wajib mencantumkan RISTEKDIKTI sebagai pemberi dana.

g. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut di atas,
diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

h. Hasil penelitian berupa peralatan dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang
dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah. Proses
pengurusan penerbitan Surat Keterangan Hibah akan dilaksanakan oleh Kepala LPPM
UPN “Veteran” Yogyakarta kepada pihak terkait.

i. Dalam hal peneliti tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat
Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian, maka peneliti wajib mengembalikan dana penelitian
yang telah diterimanya kepada DRPM Ditien Penguatan Riset dan Pengembangan
Kemenristekdikti melalui Kepala LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya
disetorkan ke Kas Negara

4. Pelaksanaan dan hasil penelitian secara berkala akan dimonitor dan dievaluasi. Monitoring
dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan
dengan skedul penelitian yang terdapat di proposal penelitian, seta kewajaran laporan
keuangan yang dibuat. Jika diperlukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan di lapangan. Skedul
pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah:

a. Monitoring dan Evaluasi pertama tanggal 24 — 25 Juli 2017



b. Monitoring dan Evaluasi kedua tanggal 21 — 22 Agustus 2017
c. Monitoring dan Evaluasi ketiga 11 — 12 Oktober 2017, dalam bentuk pemaparan
hasil penelitian (seminar hasil penelitian).

5. Jangka waktu pelaksanaan penelitian berakhir pada tanggal 27 Oktober 2017

6. Apabila Ketua Peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian, maka Kepala LPPM
UPN *“Veteran” Yogyakarta akan menunjuk pengganti Ketua Peneliti sesuai dengan bidang
ilmu yang diteliti dari salah saty anggota tim.

7. Apabila batas waktu penelitian habis, namun peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan
seluruhnya kepada Ditlitabmas Ditien Dikti Kemendikbud maka kepada peneliti akan
dikenakan denda sebesar 1%. (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-
tingginya 5% dari nilai Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian terhitung dari tanggal jatuh
tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh
Bagian Keuangan DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui
LPPM UPN "Veteran” Yogyakarta.

8. Bagi peneliti yang tidak mengirimkan laporan penelitian dalam akhir tahun anggaran yang
sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang
bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.

9. Apabila dikemudian hari peneliti dapat sangsi dari UPN “Veteran” Yogyakarta dan atau instansi
lain karena terbukti melakukan manalaku penelitian atau melanggar kode etik dosen, maka
peneliti harus menghentikan penelitian dan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada
negara melalui Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta

10. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian dijumpai adanya indikasi tidak
bersifat original, pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi
ketidakjujuran serta iktikad kurang baik, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan peneliti
wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada DRPM Ditien Penguatan
Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui Kepala LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta
yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Yogyakarta, 07 April 2017
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Dr. Ir. Heru Sigit Purwanto. MT.
Kepala LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta

Penerima Tugas :

1. Dr PUJI LESTARI S.IP, M.Si

2. Pr.EKO TEGUH PARIPURNO M.T

3. ARIF RIANTO BUDI NUGROHO S.T., M.Si.
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Tembusan Yth. :
1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta.




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JI. SWK 104 (lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283,
Tilp. (0274) 486733, Fac. (0274) 486188, 486400 email : Ippm@upnyk.ac.id

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr PUJI LESTARI S.IP, M.Si
NIDN : 0021126008

Pangkat / Golongan : Pembina /IV a

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian saya dengan judul:

“MODEL MANAJEMEN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS MELALUI RENCANA
KONTIJENSI ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA
UTARA”

yang diusulkan dalam skema Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi untuk tahun anggaran 2017 bersifat
original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut
dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah
diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, April 2017

Mengetahui Yang menyatakan,
Ketua LPPM
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BUPATI KARO

Nomor 1 005 (o6 %o /pmn/2013 Kabanjahe, %] Maret 2017
Sifat HE .
Lampiran : 1 (satu) set Keepada
Perihal : Undangan Lokakarya Yth. Daftar Terlampir
di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat Rektor Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Yogyakaita Nomor 252-0/UN62/I11/2017 tanggal 23 Maret 2017 perihal
Kerjasama Pembuatan Rencana Kontijensi, dengan ini dipermaklumkan bahwa Tim
dari Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Yogyakarta akan melaksanakan
kegiatan Lokakarya di Kabupaten Karo.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini Saudara diundang untuk hadir
dalarn acara Lokakarya dimaksud yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin s.d Selasa, 3 s.d 4 April 2017

Waktu : 13.30 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Asisten Setda Kab. Karo
Acara : Lokakarya Pembaruan (Updating) Dokurnen Rencana

Kontijensi Menghadapi Ancaman Letusan Gunung
Sinabung Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.
Narasumber : 1. Prof. Dr. Sari Bahagiarti, M.Sc
2. Dr. Eko Teguh Paripurno, MT
Sebagai bahan panduan terlampir Rencana Kontijensi Menghadapi Ancaman
Letusan Gunung Sinabung Kab. Karo Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 untuk
dapat dipedomani serta setiap peserta yang hadir sangat diharapkan dapat
membawa laptop dan data-data terupdate dari dinas/instansi masing-masing terkait
dengan rencana kontijensi tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI KARO,

Lo

TERKELIN-BRAYIMANA, SH



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

2%/ LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
J1. SWK 104 (lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283,
Telp. (0274) 486733, Fac. (0274) 4861 88, 486400 email: Ippm@upnyk.ac.id

SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
NOMOR: 'Y / UN62.21/LT/ IV /2018

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr.Ir. Heru Sigit Purwanto, MT

Jabatan : Kepala LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Alamat . J1. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283.

Berdasarkan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Yogyakarta Nomor : 084/SP2H/LT/DRPM/2018, tanggal 30 Januari 2018 memberikan tugas
kepada :

Nama Jabatan Tim
1. DrPUJI LESTARI S.IP, M.Si 1. Ketua
2. Ir EKO TEGUH PARIPURNO M.T 2. Anggota
3. Ir ARIF RIANTO BUDI NUGROHO 3. Anggota
g > 4. Anggota

Untuk melaksanakan Penelitian Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi dengan bidang
fokus Kebencanaan Tahun Anggaran 2018 dengan judul :

“MODEL MANAJEMEN RISIKO BENCANA
BERBASIS KOMUNITAS MELALUI RENCANA KONTIJENSI
ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO,
PROVINSI SUMATERA UTARA

Ketentuan Penugasan:

1. Dukungan dana pelaksanaan penelitian tersebut di atas sebesar Rp.140000000,- (Seratus empat
puluh juta rupiah). Jumlah dana tersebut sudah termasuk seluruh beban pajak yang berlaku (PPn,
PPh 23, PPh 21).

2. Dana penelitian disalurkan dalam 2 (dua) tahap pembayaran sesuai ketentuan berlaku yakni:

a. Tahap pertama sebesar 70% dari jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah
penandatanganan Surat Penugasan ini sebesar Rp. 98000000,-(Sembilan puluh delapan juta
rupiah)

b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% atau Rp.42000000,- (Empat puluh dua juta rupiah)
akan diproses oleh LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta setelah peneliti mengirimkan Surat
Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Salinan Laporan
Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan dan catatan harian pelaksanaan
penelitian, serta salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan
Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% .

c. Paling lambat tanggal 7 September 2018 Peneliti wajib menyampaikan Laporan Kemajuan
Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara Serah
Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima
Laporan Penggunaan Keuangan 70%.

d. Peneliti diwajibkan menyerahkan bukti-bukti penggunaan dana penelitian kepada LPPM
UPN “Veteran” Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang telah disalurkan.



e. Peneliti diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala (setiap bulan) disertai bukti
otentik setiap rupiah pengeluaran. Laporan keuangan harus bersifat accountable serta harus
mematuhi proporsi anggaran seperti yang tertera dalam panduan penelitian dari Ditlitabmas.

f. Peneliti wajib membayar kewajiban pajak PPn, PPh 21 dan PPh 23 seperti ketentuan yang
berlaku.

3. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70%, diberikan apabila peneliti telah melengkapi rancangan
pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang
digunakan dan yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian
berupa luaran yang akan dicapai.
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4. a. Peneliti diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh
pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (websife) SIMLITABMAS.
1) Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal 5
Oktober 2018
2) Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal 5 Oktober
2018 (bagi penelitian tahun terakhir)

b. Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk: Laporan Akhir
Hasil Penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar yang dijilid “Aard cover” dan soft copy dalam
file PDF ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada
bagian bawah ditulis :

Dibiayai oleh :

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018
084/SP2H/LT/DRPM/2018, tanggal 30 Januari 2018

c. Laporan Hasil Penelitian tersebut di atas harus memenuhi ketentuan dalam pedoman
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XI.

d. Peneliti tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian tersebut
kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan tertulis dari Kepala LPPM UPN “Veteran”
Yogyakarta.

e. Peneliti diwajibkan menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah di jurnal
internasional/nasional terakreditasi, seminar, buku ajar serta Paten, TTG maupun Model
Pemberdayaan Masyarakat. Bukti luaran penelitian harus dikumpulkan ke LPPM.

f. Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil
penelitian ini wajib mencantumkan RISTEKDIKTI sebagai pemberi dana.

g. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut di atas, diatur
dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

h. Hasil penelitian berupa peralatan dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat
dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah. Proses pengurusan
penerbitan Surat Keterangan Hibah akan dilaksanakan oleh Kepala LPPM UPN “Veteran”
Yogyakarta kepada pihak terkait.

i. Dalam hal peneliti tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat
Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian, maka peneliti wajib mengembalikan dana penelitian
yang telah diterimanya kepada DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan
Kemenristekdikti melalui Kepala LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya
disetorkan ke Kas Negara

4. Pelaksanaan dan hasil penelitian secara berkala akan dimonitor dan dievaluasi. Monitoring dan
Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan
skedul penelitian yang terdapat di proposal penelitian, seta kewajaran laporan keuangan yang
dibuat. Jika diperlukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan di lapangan. Skedul pelaksanaan
monitoring dan evaluasi adalah:

a. Monitoring dan Evaluasi pertama tanggal 3 — 4 Juli 2018

b. Monitoring dan Evaluasi kedua tanggal 14 — 15 Agustus 2018

c. Monitoring dan Evaluasi ketiga 25 — 26 September 2018, dalam bentuk pemaparan hasil
penelitian (seminar hasil penelitian).




10.

Penerima Tugas :
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Jangka waktu pelaksanaan penelitian berakhir pada tanggal 26 Oktober 2018

Apabila Ketua Peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian, maka Kepala LPPM
UPN “Veteran” Yogyakarta akan menunjuk pengganti Ketua Peneliti sesuai dengan bidang ilmu
yang diteliti dari salah satu anggota tim.

Apabila batas waktu penelitian habis, namun peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan
seluruhnya kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Penguatan Riset Dan
Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi maka kepada peneliti
akan dikenakan denda sebesar 1%o (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-
tingginya 5% dari nilai Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian terhitung dari tanggal jatuh
tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh
Bagian Keuangan DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui
LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta.

Bagi peneliti yang tidak mengirimkan laporan penelitian dalam akhir tahun anggaran yang
sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang
bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.

Apabila dikemudian hari peneliti dapat sanksi dari UPN “Veteran” Yogyakarta dan atau instansi
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Disaster Risk Reduction Based on Community through a
Contingency Plan for Mount Sinabung

Puji Lestari*
Eko Teguh Paripurno’
Arif Rianto Budi Nugroho*

Abstract

The eruption of Mount Sinabung in Karo district of North Sumatera has continued on and off since
2010. A contingency plan is needed to reduce the risk of disaster. The purpose of this research is
to find a disaster communication model in community-based disaster risk management through
Sinabung Eruption Contingency Plan of Karo Regency, North Sumatera Province. This research
applies the concept and models of community-based disaster management. The research objectives
are to make a disaster risk management model based on the community as a contingency plan
for Sinabung. A qualitative method is used by the researchers to finish this paper. This research
is held in risk area of Mount Sinabung, Karo, Sumatera Selatan. The object of this research is
the ability of government, non-government, and also society as actors of concept and models of
community-based disaster management communication. The researchers analyze the program and
the competency of the actor concept and the models of community-based disaster management
communication. The result of this research is a disaster communication model in community-
based disaster risk management through Sinabung Eruption Contingency Plan.

Keywords:

communication; disaster management; Sinabung contingency plan.

Introduction

Indonesia has many volcanoes that
are still active and could erupt anytime.
One of them is Mount Sinabung located in
Karo Regency, North Sumatera Province.
It is a stratovolcano and has four active
craters. Since its latest eruption about 1,200
years ago, a phreatic eruption occurred on
August 27, 2010 (Sutawidjaja et al., 2013). This
mountain has a high risk of disaster (Lestari
et al., 2016). Since 2010, Sinabung’s eruptions
have killed tens of thousands of people and
damaged residences and infrastructure. We

® Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta.

Email: pujilestariupn@gmail.com

thought disaster management for disaster
risk reduction was needed. The definition of
disaster management, according to Carter
(Suri et al., 2015), is an applicative science
seeking by observation and analysis calamity
to systematically increase actions associated
with the prevention, reduction, preparation,
emergency response, and recovery.
Evaluation of volcanic activity is still
tricky at volcanoes after a long-term dormant
period (Iguchi et al., 2011). Research on disaster
management to disaster risk reduction is
necessary, especially with a potential disaster,
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like for example the Karo District, North
Sumatera eruption phase of Mount Sinabung
since it is very vulnerable.

Disaster Management in Indonesia is
outlined in Article 1 paragraph (6) of Law No.24
of 2007 (Presiden Republik Indonesia, 2007).
It states that the implementation of disaster
management is a series of efforts covering
the establishment of development policies at
risk of disaster, disaster prevention activities,
emergency response, and rehabilitation. Article
3 paragraph (1) explains that the principles
of disaster management, namely humanity,
justice, equality of law and government,
balance, harmony, order and legal certainty,
togetherness, environmental sustainability, and
science and technology. In paragraph (2), the
principles of disaster management are quickly
and precisely, prioritized.

The objective of disaster management,
according to Law No. 24 of 2007 Article 4, is to
protect the community from disaster threats.
The other objective of disaster management
is to harmonize existing legislation, to ensure
the implementation of disaster management
in a planned, integrated, coordinated and
comprehensive manner. Then, respecting
local culture, building public and private
partnerships and encouraging the spirit of
cooperation, solidarity, and generosity and
creating peace in the life of the society, nation
and state.

The implementation of the Law has been
supported by Government Regulation No. 21,
on the Implementation of Disaster Management.
The essence of disaster management is the
coordination before the disaster, during the
disaster and after the disaster. The National
Disaster Management is expected to coordinate
disaster management communication aspects
(Presiden Republik Indonesia, 2008).

According to (Asteria, 2016), disaster
management is the management of information
related to the disaster, message delivery and
message reception from the pre-disaster stage,

during the disaster and post-disaster. The
role of disaster communication determines
the success of the government to provide
information for public security and to overcome
the disaster. This study contributes that the
optimization of disaster communication in
an integrated manner is important in disaster
management. Related to communication,
comprehensive disaster management is an
effort to prevent and reduce the risk of disaster
to manage production process messages or
information about the disaster, the messages
and message retrieval of the stage post-disaster
(Lestari et al., 2013). This study focuses on
disaster communication management through
coordination implemented in the review of
Sinabung Contingency Plans that resulted in
the draft of the updated Sinabung Contingency
Plan.

One of the most critical pillars of disaster
communication management is Community-
Based Disaster Risk Management as a disaster
mitigation practice that is institutionalized
with more systematic knowledge and concepts.
There are some critical elements of community
building that are always attached to the
understanding of the community. First, the
territory or locality (area), or material aspect
where a group of individuals lives and
fosters their social life. Together with human
individuals, this element is critical and a
necessary condition for the establishment of a
community. The territory becomes the residence
of a community. Without a territory, there will
never be a community. Second, common ties
that make up the social networking constructed
by members of the community. In some ways,
these social networks help certain individuals
to easily find ways of survival (ways to
survive). Third, social interaction that is formed
among individual members of a community.
These three aspects will always appear together
to define the characteristics of a community
(Nasution, 2005). The community referred
to in this study is the region and the people
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who live in Karo Regency around Sinabung.
This community conducts activities through
coordination and communication to reduce
the impact of the eruption of Mount Sinabung.

According to (Sagala et al., 2014),
Community-Based Disaster Risk Management
is an approach that encourages grassroots
communities to manage disaster risks at
the local level. Such efforts require a range
of efforts that include self-interpreting the
disaster threats and risks it faces, prioritizing
disaster mitigation, mitigating and monitoring
and evaluating its performance in disaster
reduction efforts. Community-Based Disaster
Risk Management is also a reflection of the
belief that communities have the fullest right
to determine the types and ways of disaster
management in their context. This is an
implication of the ownership of fundamental
rights to individuals and communities inherent
with the right to exercise that right in the form
of an opportunity to determine the direction
of life itself. Community-Based Disaster
Risk Management provides answers that
include several principles such as efficiency
because ideally, there will be low transaction
costs due to the presence of a maximum
local intake and a minimum external intake.
Community-Based Disaster Risk Management
also responds to sustainability issues because
the implementation of Community-Based
Disaster Risk Management also ensures
that effectiveness, legitimacy, and equity are
met. Implementation of Community-Based
Disaster Risk Management in Indonesia is still
looking for form because so far, it tends to be
done for the benefit of the actors and donors.
On the other hand, the presence of disasters
tends to increase, both in intensity, frequency,
magnitude, and distribution. Environmental
damage is increasing the Sinabung mountain
disaster. This can be seen from the disaster that
took dozens of lives and thousands of refugees.
In this regard, the search for the Community-
Based Disaster Risk Management model

for the threat of Mount Sinabung disaster
becomes essential to realize the real community
toughness.

Various initiatives to build “resilient
villages,” “alert villages,” “harsh villages
of disaster,” and “mukim daulat disasters
community” are still at the forefront of initiatives

AT

of various non-governmental organizations
and governments and donors. Post-earthquake
disaster in Yogyakarta in 2006 and the eruption
of Merapi Volcano in 2006 and 2010, Sinabung
2010 and 2013, Community-Based Disaster Risk
Management is considered to be one powerful
tool to address disaster risk management
issues. Many intervention activities are carried
out by both government agencies as well as
non-governmental organizations, and even the
communities are labeled Community-Based
Disaster Risk Management. On the other hand,
consciously or not, Community-Based Disaster
Risk Management becomes ineffective when
perpetrators do not have sufficient competence,
while disaster risk reduction is needed as in
Sinabung, Kabupaten Karo (Figure 1).

Figure 1.
Roadmap of disaster risk reduction Mount
Sinabung

Monitoring and researchso did early
waming (trongh SM5 Gateway Sinabune,
Lestari dkkc 2014 2016)

Diseminstion and obligatory to ncresse knowledge
and society readiness to face the disaster.

Contygency Plan( PUPT 2017-2015)

Ensinesrine /[ decreasine effect

Source: Putra, 2017

This study explores the competence
of the perpetrators of Community-Based
Disaster Risk Management, with the subject of
government agencies, Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD, Regional Work Unit) and Badan
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Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD,
Regional Disaster Management Agency) of
Karo District, non-governmental institutions,
and communities in disaster-prone areas of
Mount Sinabung. The purpose of this research
is to find a disaster communication model in the
community-based disaster risk management
through Sinabung Eruption Contingency Plan
of Karo Regency, North Sumatera Province.

Methods

The research was conducted by a
qualitative descriptive method. This method
is research to create a picture of the problem
about the situation or event. Primary data was
collected through observation, interview, and
focus group discussion (FGD). FGD is a common
approach for data collection in qualitative
research projects. The primary characteristic of
this method is to use interactive data resulting
from discussion among participants. The
primary strength of the FGD method is that it
can provide rich data, more information, and
valuable insight that can not be discovered
through other methods (Afianti, 2008).

An FGD was held on 3 and 4 April
2017 followed by in-depth interviews. FGD
participants are communities related to
disaster management, i.e,, BPBD, Kesejahteraan
Pembangunan dan Perlindungan Masyarakat
(Kesbanglinmas, Development and Welfare
Community Protection) Service Office in Tanah
Karo, the Social Service Office, the Education
Office, the Health Office, the Environment
Agency. Then, the ministry of communications
and information, the Agriculture Office, the
Fisheries Office, the Public Works Department,
Transportation, Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP, Public Order Enforcers), Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda,
Regional Development Planning Board),
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah (BPKPAD, Income Financial
Management Agency and Local Assets). Also
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana

Geologi (PVMBG, Center for Volcanology and
Geological Hazard Mitigation) Polisi Resort
(Polres, Police Resort), Komando Distrik Militer
(Kodim, Military Command District), NGO
Representative, Representative of Moderamen,
Sekber, MUI, Representative of volunteers, Bank
Sumatera Utara, Sub-district of Naman Teran,
Tiganderket, and Umbrella. The number of
FGD participants and the Renabung Sinabung
review workshop included 40 people.

Data collected through FGD includes 1)
Experiences ever conducted by participants
in various disaster management programs
of Mount Sinabung 2013. 2) Constraints
experienced during disaster management. 3)
Responses on disaster management of Mount
Sinabung in 2013. 4) Feedback on disaster
management model for the mitigation of
the Sinabung disaster. 5) Material and data
compilation for the contingency plan for
Sinabung disaster mitigation, the locations
affected by the disaster, the location of the
refugees, the number and characteristics of
the affected population, the access of the
population to get assistance, the duration of
assistance needed and the Information and
Public Diplomacy (IDP) profiles the total needs.

A descriptive-qualitative technique
analyzed the collected data. First of all, the
data is presented in the data displays and
then categorized. The next stage is to make
interpretations and conclusions of research
results. From the drawing of the conclusions, we
get an overview of communication models of
disaster risk reduction based on the community
through a contingency plan.

The community referred to in this matter
is the community engaged in making the
contingency plan, which consisted of BPBD
and Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana
Geologi (PVMBG, Center for Volcanology and
Geological Hazard Mitigation). Also Polisi
Resort (Polres, Police Resort), Komando Distrik
Militer (Kodim, Military Command District),
Head of Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD,
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Table 1.
Activities and the Role of Actors
Activity Actors  Actors Actors Actors Actors Actors
1 Condition PVMBG
observation of
volcano
2 Sosialization the  PVMBG Regent BPED
condition of voleano Radio/
TV
3 Determination of PVMBG
status the volcano
4 Sosialization the  PVMBG
condition of voleano
5  Received status of Regent BPED
the volcano
6 Coordination status Regent BPBD  TNI-
of the volcano Polri-
SKPD
7  Sosialization status Begent BPBD TNI- Community  Radio/
of the volcano Polri-  organization v
SKPD
8 Sosialization BPED TNI- Community
response of the Polri-  organization
volcano SKEPD
9 Ewaluation the BPBD TNI- Community
volcano Polri-  organization
SKPD

Source: Lestari et al., 2014:181

Regional Work Unit), community organization,
and Media. For more details of the researchers
present, the table of activities and the role of
the actor’s contingency plan, see below:

Results

According to Government Regulation
No. 21 the Year 2008 on the Implementation of
Disaster Management, every single place has to
own its contingency plan, especially the prone
areas. Karo is one of the areas disaster-prone.
This is why a contingency plan is indispensable
in this area.

The contingency plan of Mount Sinabung
eruption has not been well implemented.
There is no contingency plan that is used as
a guide in disaster management eruption
Sinabung because no one knows that they
have a contingency plan. The search results
of the investigators found Sinabung eruption

contingency plan made by Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB, National
Disaster Management Agency) center in 2014.
The documents were kept in central BNPB, and
the documents were not found in Karo District.
Reasons for not finding the document involve
the turn of leadership in the Regional Disaster
Management Agency (BPBD). This research
found a new format of communication models
of disaster risk reduction, which was based on
the community through contingency plan.
According to interviews in 2014 until
2018 with Chief Executive of BPBD Karo and
Head of Preparedness Division, the Karo
District Government, notably BPBD, has no
contingency plan document. The interviewees
state the same answer: to overcome the
Sinabung disaster, they use the Action Plan
document, or what is known as the Operation
Plan. There is no principle difference between

235 TR %]SP

JURNAL ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK



Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 21, Issue 3, Maret 2018

the Contingency Plan and the Plan of Operation
that was made by BPBD, except for the
preparation time only. Contingency plans are
prepared ahead of and before a disaster, so the
plan is based on assumptions and scenarios.
While the Operation Plan is prepared at
the time the disaster happened so that the
plan is arranged by real circumstances, the
operating plan is prepared by adjusting the
type of activities and resources contained in
the contingency plan, based on the real needs
of the type of disaster that has occurred.

Based on the information, the researchers
tried to find information to BNPB Center; the
result was the Contingency Plan eruption of
Mount Sinabung in 2014. Researchers confirm
to BPBD Karo District through the chief
executor, secretary, and head of preparedness
about the existence of documents that make
up Contingency Plans. The result is they do
not understand the document because of the
change of officials in the Regional Disaster
Management Agency (BPBD). Considering
there is a document of contingency plan from
the Regional Disaster Management Agency
(BPBD), this research program is in the form of
updating contingency plan data that has been
made by BNPB 2014. The updating of this data
is possible so that the planning can be close to
the facts in the field. Data updating is based on
a guidebook for the preparation of contingency
plans issued by the central BNPB, including
activities in the framework of this follow-up
plan, which are listed in the table containing
the stages and actors or sectors as well as the
timing of the activities. The contingency plans
update model found in this study.

BNPB always makes the contingency
plan, but, the contingency plan is developed
without involving community or people.
Based on the results of the interview in 2015
— 2017 to Martin Sitepu (chief executive BPBD
2017), Matius Sembiring (chief executive
BPBD 2016), Subur Tarigan Tambun (chief
executive BPBD 2015). Then, Hasym Purba

(head section of preparedness 2017), Rani Barus
(staff preparedness BPBD), Johnson Tarigan
(secretary BPBD 2014 - 2016), contingency
plan made by BNPB were not know by BPBD
and regional governments. These researchers
wanted to renew the plan contingency which
had previously been made by BNP with a top-
down system.

In this study, researchers who conducted
the renewal of the planned contingency had
previously been arranged by BNPB. The
renewal is the community involvement in
making the contingency plan. The following are
models of communication disaster in disaster
risk reduction community-based through a
contingency.

The process of updating the Contingency
Plan documents involves communities both
at the government and community levels
around Sinabung as mentioned in the research
method. The process first includes inventory
and maintenance of availability and readiness
of resources, facilities, and infrastructure in
each area done periodically. Second, periodic
meetings for review to update data and
assumptions of disaster impact or projected
resourceneeds. Third, establish fixed procedures
that can support the implementation/activation
of contingency plans that have been prepared.
Fourth, conduct periodic monitoring of threats
and early warning and dissemination.

In updating the contingency plan
document, the researcher conducts an inventory
of data related to the number of refugees, the
necessary infrastructure, the resources to
be prepared, the responsible personnel, the
prepared shelters, and various matters related
to the eruption disaster of Sinabung. The data
has been written in the document Sinabung
contingency plan results of data updating.

One thing to note is that in principle, the
preparation of contingency plans, other than
those jointly prepared by all stakeholders, also
included preparing scenarios and conducting
a needs analysis. There was an increase of
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Figure 2.
Communication Models of Disaster Risk Reduction Based on
Community through Contingency Plan
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Source: Researcher’s Data 2017

interaction in the network by arranging such
mechanisms and enhancements of actors’
capacity (Sagala et al., 2014). Once the needs
are calculated in detail, it is determined who
the perpetrators are, and do not forget to
make an assessment of resources owned by
the perpetrator or stakeholders. From the
needs and availability of these resources will
be known gaps that will be met from various
sources that prioritize local and surrounding
resources.

Contingency plans are prepared jointly by
various parties/elements/components of society.
This is intended as an effort of preparedness
by all parties because disaster management
is a standard affair among government,
business entities, and communities where
the government is the primary responsibility.
Each of the parties or actors may play an
active role according to their competence,

expertise, ability, and authority and contribute
or use existing resources within the scope of
their powers or authorities. Preparation of a
contingency plan is preceded by a coordinated
meeting, followed by a meeting or workshop.
Stages of preparation of contingency plans start
preparation until implementation can be seen
in Figure 3.

Hazard assessment is done through the
identification of threat types and weighing
threats.

a. Identify the types of disaster threats using
records data/history of disaster events.

b. Weighing/scoring of threats/hazards of
several types of threats in a district/city and
assessing each one.

The development of impact scenarios
explains the impact assumptions on life aspects
of a disaster event, especially on the community/
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Figure 3.
Compilation of Contingency Plans

l

Roviowing

Simutatin
Activion

>

s
W

e
o,

Source: Tatas, I Putu Artama Wiguna, Machus, Tridani Widyastuti, 2015

population, taking into consideration the
vulnerability and local capacity of the affected
communities, including community awareness
of risks, preparedness, and availability of
resources in disaster management. As a
result of the Sinabung eruption disaster,
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana
Geologi (PVMBG, Center for Volcanology and
Geological Hazard Mitigation) recommended
that the population within a radius of 10 Km
from the crater be evacuated. The community
evacuated using transportation owned by
citizens and government that were prepared
since the alert status. The evacuation was done
from the gathering place in the village which
then used the prepared truck to the evacuated
shelters. According to the data, there are as
many as 40 evacuation areas.

1. The assumption of the number who died,
were wounded, disappeared, evacuated,
and moved is as follows:

a. The number of villages affected by the
disaster within a radius of 10 km in
53 villages, with a total population of
57,879 inhabitants.

b. The assumption of population impact
involved 12 dead, 16 lost, moved as
many as 2509 were moved, 55,341
displaced people, 55 with severe
injuries, 165 with moderate wounds,
553 with minor injuries, and 54,275 non-
care people.

2. The impact of the eruption of Mount
Sinabung in the form of ash rain resulted
in flight disruption at Kuala Namu Airport
in Medan City.

3. The road from Medan to Berastagi,
Kabanjahe and Aceh Province is very busy
road lane and will be hampered by the
closing of the road for several hours to
evacuate people from the affected villages
to evacuation sites, as well as distribution
activities of emergency assistance and
disaster relief.

4. With experience, the length of eruption of
Mount Sinabung and displacement is more
than two months. It will disturb the learning
and teaching process in affected schools.

5. Impacts on the livestock sector include
cattle, buffalo, goats, horses and pigs.
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The Determination of Policy and Strategy

The emergency handling policy is
intended to guide the relevant sectors to act/
implement emergency response activities.
The policy is binding because in emergency
management, there are treaties that must be
obeyed by all parties. Examples of policies are
(1) determining the time of emergency response
tobe carried out (e.g., for 14 days), (2) free care/
treatment services for disaster victims.

Emergency management strategies are
implemented by each sector according to the
nature of sector tasks. This strategy is aimed
at the effectiveness of policy implementation.
For example, from the policy of “free care/
treatment service for the victim” can be
formulated strategy “appointing government
hospital/private that serve as the referral
hospital.”

Sectoral Planning

The first step in sectoral planning is
identification activities. All activities for
handling urgent things have to be identified
so the problem is tackled and completed.
There are no activities that overlap and no
vital activities who were left behind. Those
responsible for implementation plan drafting
contingency joined in sector (for example:
management and coordination, evacuation,
food and non-food, health, transportation,
infrastructure). About the sector, the number
and the nomenclature is determined by actors
contingency plan drafting. There was no
stipulation defined in determining the number
of and naming to sectors.

e Sector situation
The situation was an image of the worst
condition during the incident intended to
anticipate the level of difficulty in handling
the emergency.

e Sector target
Intended as goals to achieve in handling of
emergency so those of the community or

the victims can be treated to the fullest.

e Sector activity
Is that the was conducted during emergency
to ensure that the the joined sektor could be
actively sector. Sector activities triggered by
situation sector during the incident disaster.

e Sector'’s actor identification
The emergency management sectors were
derived from a number of elements, such
as good government and non-government,
including members of the community
broad.

e Implementation time activities
The implementation time activity by sector
is before the natural disaster, for a moment
after the disasters and after as needed.

The local government of Karo Regency
has set a 14-days Emergency Response Status
based on warnings issued by the Center for
Volcanology and Geological Hazard Mitigation
(PVMBG). The length of the emergency response
period will be evaluated based on escalation of
a disaster event or a recommendation from
Center for Volcanology and Geological Hazard
Mitigation (PVMBG). Where necessary, the
emergency response period may be extended.
In response to the establishment of emergency
response status, the Bupati shall appoint
an emergency response commander. The
emergency commander will be given a decision
letter and authority to perform emergency
handling according to regulation. The next
post will be established at the Office District
Kabanjahe with the organizational structure
as follows.

Volcanology and Geological Hazard
Mitigation says the population within a radius
of 10 Km from the crater must evacuate. The
community evacuates using transportation
owned by citizens and government that have
been prepared for the status of “SIAGA.”

To coordinate and control the
implementation of emergency response,
field committees were established in all
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the evacuation sites, being one with health
post, public kitchen, emergency education,
field logistic warehouse, and security. The
evacuation center was spread over 40 refugee
districts in Berastagi sub-district, Kabanjahe,
Munte, and Tigabinanga, in detail on the table.
Support from the central level of the National
Disaster Mitigation Agency (BNPB), relevant
Ministries/Agencies, Provincial-level support,
and other districts/municipalities, support
assisting organizations of emergency response
organizations in field implementation.
Disaster Risk Reduction Policy has a
goal to improve disaster preparedness and to
keep development activities from increasing
the vulnerability of communities to disaster
threats. Contingency planning (as well as
other types of plans in disaster management)
can be structured at the community level. This
is an effort to accelerate capacity building at
the community level to manage and mitigate
disaster risks. Moreover, the territory of NKRI is

be able to cope.

so vast that it is impossible for the government
to handle itself. In general, government plays
essential political, economic, cultural, and
social roles in risk governance systems that
include resource assurance, technical support,
and disaster risk management (Shi, 2012).
Therefore, community empowerment is needed
by building the capacity of people in disaster-
prone areas that are at high risk, for them to
be resilient to disaster. Communities are the
first to deal with disaster risks, so they must

This model is the process of updating the
data of contingency plan to reduce the impact
of the eruption of Mount Sinabung especially
during the emergency response in the form
of Contingency Plan document (Triutomo
et al., 2011). The contingency plan becomes
a document of Karo District Government
that is endorsed or signed by the authorized
official. The Regent of Karo has become an
official document (regional document) and is

Figure 4.
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ready to be implemented into an Emergency
Response Operation Plan (through damage
information and the need for results from
fast study activities) when disaster strikes.
The contingency plan will also be submitted
to the legislature for political commitment,
support and budget allocation. At this stage
of the study, Contingency Plan products have
not yet obtained formal approval as the pilot
stage or new post-rehearsal will be conducted
in second-year research (2018).

All contingency plans are updated with
the team with all Head of Region Working
Units (SKPD) of Karo District along with
mass organizations and affected communities,
according to the latest data. The temporary draft
has been requested by The Regional Disaster
Management Agency (BPBD). Karo through
Rani Barus’s brother in June 2017. Rani Barus
is a staff preparedness of The Regional Disaster
Management Agency (BPBD). Hopefully, this
draft can be completed at a later stage and
refined to be one of the Sinabung eruption risk

reduction policies in Karo Regency of North
Sumatera.

To make the updating happen, the
researcher held a workshop to submit a person
from every sector. In that workshop, all the
participants should be more proactive in
completing data of Contingency Plan Sinabung
which will become the reference in case of
significant disaster related to the eruption of
Sinabung. The researchers make a chart of
activity and role of actors implementing if
disaster happens. The chart is below.

Research findings will be reform
documents of the contingency plan for the
eruption of Sinabung to give a reference in
planning to face disasters in disaster risk
reduction. The contribution of research findings
this provides eases the tools on the parties or
agencies, especially North Karo regency, to
reduce the impact of disaster risk in traffic
agents. Cross-sectors and cross functions are
integrated based on assumptions and deals
produced. Having a document contingency

Figure 5.
Activity and Role of Actors
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plan means regional governments have
implemented the message of the act of number
twenty-four 2007 and government regulation
No. 21/2008 on disaster reduction.

Discussion

Each local government, especially in
disaster-prone volcano areas, have document
contingency plans, such as Daerah Istimewa
Yogyakarta, Klaten and Magelang Central Java
have created a planned contingency with the
disaster center of Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Yogyakarta. Due to the unknown
previous contingency plan, community thinks
they need that contingency plan. It makes the
researcher, BNPB, and BPPBD to be the facilitator
in making the new contingency plan which is
community-based. There was the communication
model to make an updating data for the new
based-community contingency plan. Chart five
below explains how the communication model
is to create a new contingency plan.

Based on models of communication,
one can conclude that any element involved
having the role of each. Pusat Vulkanologi
dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG,
Center for Volcanology and Geological Hazard
Mitigation) have an important role in providing
information on the status of Sinabung Volcano.
Information on related mountain status was
collected of postal officials observer Sinabung
volcano. The observer then will continue
information to the head of the region (regent),
BNPB, BPBD, and media. After information
delivered to the regent, BNPB, BPBD the media,
then broadcast to the community.

BNPB has an important role as the
representative of the central government that
had the task of coordinating various matters
disaster management between the government of
the central and local government. BPBD having
the role of the chief executive in the event of the
disaster should have the task of coordinating all
the elements that exist. A media that is involved
in a contingency plan is a whole media from all

DAN ILMU POLITIK

the major platforms: radio, the printed media,
television based on community and mainstream
media. Not only that, media centers from the
agency had yet to receive anything from the
Communication and Information Department,
which also has a role in delivering trusted
information accurately to the community.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD,
Regional Work Unit) comprising all the
relevant offices (Education Department,
Health Department, social Department,
the Environment Department, Forestry
Department, energy and mineral resources
Department, of public works Department,
etc) coordinated by the Regent of great
political pressure to implement the role of
in accordance with the divine stewardship,
according to their role. Komando Distrik
Militer (Kodim, Military Command District)
has many roles coordinate to make a statement
on to mobilize the assistance in the form of
evacuation and the distribution of assistance.
The Polisi Resort (Polres, Police Resort) have
a role to coordinate security and traffic at the
time of the evacuation.

Civil society organizations consisting of
Tagana (disaster preparedness community),
the church community, and the mosque
community have an important role assisting all
the evacuation processes until the provision of
the evacuation center. The community played
a role in actively participating in the whole
process of evacuation by instructions from
local authorities. They are expected to create
conditions for the community.

Disaster management efforts
communication can be done among others
with the management of disaster risk based the
community as calamity mitigation practices
that instituted the reign of knowledge and
the concept of a more systematic approach.
Community-Based Disaster Risk Management is
a reflection of the belief that the community has
the right entirely to determines the types and the
manner of disaster management in the context
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Figure 6
Communication Model to Create a New Community-based
Contingency Plan
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of them. The ownership of the fundamental
rights of individuals on the person and the
community (the community) that sticks with
the right to exercising the right it in the form
of a chance to determine the direction of life
alone (self-determination). The importance of
community action — for disaster risk reduction,
for post-disaster rebuilding and climate change
adaptation (Satterthwaite, 2011).

Community-Based Disaster Risk
Management gives you the answers includes
some principle as efficiency available because
low transaction cost is done because there are
local intake maximum and minimum external
intake. Community-Based Disaster Risk
Management because of the implementation
of the matter with sustainability issue as
Community-Based Disaster Risk Management
also ensures the effectiveness of, the legitimacy
of (participation), and equality (equity) could
not be fulfilled. All the community can give that
owned voluntarily. Management will arrange
by the communities themselves in accordance
with local knowledge.

After models of communication
community based disaster were described,
the result of the formation of that model was
a kontinjensi eruption plan. Preparation of
contingency plans may be undertaken through
prior training activities, or through other
forums such as coordination meetings, followed
by meetings or workshops, or other forms of
activities. The formulation of a contingency
plan must be done through preparation and
implementation.

The preparation of activities include the
provision of a map districts provincial, data
“districts in figures,” data about the supply of
resources of the respective sectors/the office’s
organization/and information from various
sources that can be accounted for technically.

In the implementation stage, their
activities of contingency plan drafting, which
began in risk assessment, preceded by hazard
assessments and determination of the danger
to determine one type of a threat or disaster
expected to occur (which became the priority).
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The implementation of disaster risk
management based on community should
help reduce the risk of disaster in Indonesia.
The community-based approach also corrected
the defects of the top-down approach in
development planning and disaster
management, which failed to address local
needs, ignored the potential of indigenous
resources and capacities, and may have even
increased people’s vulnerabilities (Victoria,
2002). The environmental damage and behavior
of the community improved. This can be
seen from the events that feed on dozens of
deaths and thousands of refugees fleeing. The
implementation of a model Community-Based
Disaster Risk Management to reduce disaster
around Mount Sinabung is of importance to
realize the communities that actually are tough.
The government is responsible for land-related
disaster risk reduction, but the community is
more responsible for those who are vulnerable
to a dangerous eruption phase of the volcano.

Conclusion

Once a contingency plan has been drawn
up on the basis of a community, the community
becomes ready to take part in disaster risk
reduction. Disaster Risk Reduction Policy has
a goal to improve disaster preparedness and
to keep development activities from increasing
the vulnerability of the communities to disaster
threats. Contingency planning (as well as
other types of plans in disaster management)
can be structured at the community level. If it
formed by the government and the community;
it makes both sides understand each other if
disaster happens. This is an effort to accelerate
capacity building at the community level to
manage and mitigate disaster risks. Moreover,
the territory of NKRI is so wide that it is
impossible for the government to handle itself.
Therefore, community empowerment is needed
by building the capacity of people in disaster-
prone areas that are at high risk in order for
them to be resilient to disaster. Communities

are the first to deal with disaster risks, so they
must be able to cope.
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*  Relasi media-Negara-Masyarakat dan pasar dalam
Era Reformasi

*  Kebebasan Pers Pasca Orde Baru

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 4, No. 3, Maret 2001

Refleksi Nasionalisme Indonesia

¢ Memahami Kembali nasionalisme Indonesia

*  Merajut Kohesi Nasional: Etno-Nasionalisme dan
otonomi Daerah dalam proses Demokrasi

* Negara Bangsa dan Konflik Etnis: Nasionalisme vs
Etno-Nasionalisme

e Intervensi Kebijjakan Pasca (Dis)integrasi: Sebuah
Pendekatan Resolusi Konflik

¢ Melacak Pemikirian Anthony Giddens tentang
Nation-State dan Modernitas

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 5, No. 1, Juli 2001

Khasanah Gerakan Sosial

e Dimensi Poltik Gerakan Perempuan: Suatu Survey

*  Ritual “Amoek: Melayu: Rekonstruksi atas Ritus-ritus
kekerasaan di Indonesia

*  Kejawaan dan Keislaman: Satu Pertarungan Identitas

¢ Dimensi Gerakan dalam Proses Pembentukan
Provinsi Banten

*  Resistensi Wong Cilik atas Pasar (Alokasi-Konsumsi)

*  Menyimak Relasi Kekuasaan dalam Kartun

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 5, No. 2, November 2001

Otonomi Lokal dan Keindonesiaan

¢ Otonomi Daerah dan Keindonesiaan

¢ Wakil Gubernur dan Keistimewaan DIY

* Fenomena “Rent Seeking” di Daerah: Kasus Tata
Niaga Kayu Cendana

e Strategi Pemberdayaan Komunitas Lokal: Menuju
Kemandirian Daerah

*  Badan Perwakilan Desa: Harapan bagi Pembaharuan
Desa

* Integrasi Nasional dan Hak Azasi Manusia

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 5, No. 3, Maret 2002

Kebijakan dan Manajemen Publik

* Dinamika Kebijakan Pangan Orde Baru: Otonomi
negara vs Pasar Global

*  Kebijakan Upah Minimum yang Akomodatif

¢ Keberpihakan dan Komunikasi dalam Kebijakan
Perlindungan Buruh

*  Problema dan Kebijakan Perumahan di Perkotaan

*  Masalah Pertahanan: Redefinisi dan Agenda Aksi

*  Penjajagan Awal Penerapan “New Public Management”
dalam Administrasi Kabupaten

e ‘Civil Society’ di Indonesia: Suatu Tantangan

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 6, No. 1, Juli 2002

Kebijakan Publik: Perspektif Alternatif

¢ Penanggulangan Keiskinan: Kebijakan dalam
Perspektif Gerakan Sosial

*  “Policygraphy”: Kerangka Analisis Proses Kebijakan
dari Perspektif Non-Negara

*  Makna Proses Kebijakan: Menyingkap Kontroversi
Pembangunan ‘Bali Nirwana Resort’

¢ Jaminan Sosial di Indonesia: Relevansi Pendekatan
Informal

*  Peningkatan Daya Saing: Pendekatan Pradigmatik-
Poltis

* Pengembangan SDM Pariwisata Daerah: Agenda
Kebijakan untuk Pembuat Kebijakan

e Gerakan Demiliterisasi di Era Transisi Demokrasi:
Peta Masalah dan Pemanfaatan Peluang

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 6, No. 2, November 2002

Perkembangan dan Potret Ilmu Sosial

»  State of the Art Ilmu Adminsitrasi Negara

¢ Komunikasi: Akar Sejarah dan Buah Tradisi Keilmuan

*  Memberi Perspektif pada Ilmu Komunikasi

* Bahasa atau Komunikasi: Mengkritisi “Metode-
Penelitian bahasa”

* Kajian Budaya Kontemporer
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Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 6, No. 3, Maret 2003

Dinamika Negara dan Masyarakat Sipil

* Oposisi Berseragam: catatan tentang Hubungan
Politik Suharto dan Militer di akhir 1980-an

*  Analisa Privatisasi BUMN di Indonesia

*  ‘Good Governance’, Daya Saing dan Investasi Global

*  Gerakan Petani dalam konteks masyarakat sipil
Indonesia: Studi Kasus Organisasi Petani Serikat Tani
Merdeka (SeTAM)

*  ’Civil Socety”: Anatomi perkembangan Perkumpulan
Warga di Era Otonomi

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 7, No. 1, Juli 2003

Neoliberalisme: Refleksi Kritis

» Dilema Praktis Globalisme Neoliberal

+ Kapitalisme Indonesia: Dalam Jerat Jaring
Neoliberalisme

* Media Massa: Dalam Jerat Jaring Neoliberalisme

*  Komodifikasi Perempuan: Tapak Ekonomi Neoliberal

* Liberalisme di Inggris, 1970-1990

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 7, No. 2, November 2003

Globalisasi: Antara Negara dan Pasar

*  Globalisasi dan Kemiskinan

*  Globalisasi, Kemiskinan dan Ketimpangan Global:
Prioritas Keadilan dan Pentingnya Integrasi Ilmu
Pengetahuan

*  Developmental State dan Tantangan Globalisasi:
Pengalam Korea Selatan

* NGO, Civil Society dan Demokrasi: Kritik atas
Pandangan Liberal

» Etika Jurnalisme Televisi di tengah Disorientasi
Negara dan Pasar

e  Multikulturalisme sebagai Identitas Kolektif,
kebijakan Politik dan Realitas Sosial

*  Teori Negara Marxis

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 7, No. 3, Maret 2004

Peran dan Konstruksi Sosial tentang Perempuan

*  Gerakan Perempuan di Indonesia Masa ke Masa

*  Potret Kuota Perempuan di Parlemen

*  DPotret Keterlibatan Perempuan dalam Pelayanan
Publik di Era otonomi Daerah

* Ketidakadilan Konstruksi perempuan di Film dan
Televisi

*  Peningkatan Kepekaan Gender dalam Jurnalisme

* Tantangan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender
dalam Pers di Indonesia

*  Perempuan dalam Dunia Public Relations

* DPencitraan kekerasan Saddam Hussein terhadap
Perempuan sebagai Propaganda Amerika Serikat

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 8, No. 1, Juli 2004

Representasi dan Keberpihakan dalam Media
*  Film Propaganda: Ikonografi Kekuasaan
*  Representasi Maskulinitas dalam Iklan

Previous Issue

¢ Terorisme dan Media Massa: debat Keterlibatan
Media

* Interaksi Politik dan Media: dari Komunikasi Politik
ke Politik Komunikasi

*  Jurnalisme Poltik: Keberpihakan Media dalam Pemilu
2004

* Kinerja TV Publik: Analisis Isi Berita TVRI tentang
Kampanye Pemilu Legislatif 2004

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 8, No. 2, November 2004

Tinjauan Kritis Globalisasi

*  Mencari Badan Publik: Refleksi bagi Rehabilitasi Arti
‘Pembangunan’

*  Gerakan Anti Kapitalisme Global

* Globalisasi, Liberalisasi Ekoonomi dan Krisis
Demokrasi

*  Globalisasi dan Diaspora Cina dalam Perspektif Post-
Kolonial: Dinamika Strategi Ekonomi dan Identitas
Budaya

*  Global Governance sebagai Agenda penelitian dalam
Studi hubungan Internasional

* Mobilitas Pekerja, Remitan dna Peluang Berusaha
di Pedesaan

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 8, No. 3, Maret 2005

Democratic Governance

*  ‘Good Governance’ dan ‘Goverability’

* Globalisasi, ‘Global Governance’, dan Prospek
‘Governance’ di Dunia Ketiga

*  Masyarakat Sipil, Modal Sosial dan Tata Pemerintahan
yang Demokratis

+  HAM di indonesia: Menuju ‘Democratic Governance’

*  ’‘Governance’ sebagai Pengelolaan Konflik

*  Kebijakan Publik dan Praksis ‘Democratic Governance’
di Sektor Pariwisata

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 9, No. 1, Juli 2005

Demokrasi: Problema dan Manfaatnya

»  Civil Society: Pembangunan dan Sekaligus Perusak
Demokrasi

*  Reformasi Adminsitrasi dan Paradoks Demokrasi

* Reformasi Sektor Keamanan Demi Demokrasi
Penanganan Terorisme di Indonesia

¢ Terorisme dan Demokrasi: Masalah Global, Solusi
Lokal

* Hegemoni Amerika Pasca 11/9: Menuju Sebuah
‘Imperium Amerika Baru'?

e Jurnalisme dalam Tatanan Neoliberal dan Krisis
Demokrasi

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 9, No. 2, November 2005

Potret Ilmu-Ilmu Sosial

*  PeranIlmu-ilmu Sosial dan Humaniora bagi Liberasi
dan Humanisasi Teknologi

*  Membebaskan Ilmu Sosial dari Keterperangkapan
Ganda

267 [HHHTHTTEEEEEEEETEREE e ]SI

DAN ILMU POLITIK



Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 21, Issue 3, Maret 2018

* Jurusan Ilmu Sosiatri: “Hidup” Tak Banyak orang
tahu, “Mati” jangan Dulu

* Kajian Historis dan Isu-Isu Kontemporer untuk
Merumuskan Agenda Masa Depan IImu Administrasi
Publik

*  Perkembangan Kajian Ilmu Pemerintahan

*  Komunikasi: Cermatan Perkembangan

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 9, No, 3 Maret 2006

Tarik Menarik Kepentingan dalam Media Massa

*  Pemberitaan Media Pers Indonesia

¢ Lambannya Pertumbuhan Industri Perfilman

* Kisah Kelabu di balik Maraknya Pers Lokal di
Kalimantan

»  Sikap Politik Pemerintah dalam Perwacanaan Musik
Populer tahun 80-an dan 90-an

*  Problem Lokalitas dalam Bisnis Radio Network

*  'New Media” dan Demokrasi: Menimbang Peluang

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 10, No. 1, Juli 2006

Pemberdayaan Masyarakat

*  Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan
Petani

e Petani Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif
Pengembangan Komunitas

*  Persoalan Pengembangan Institusi Pemberdayaan
Masyarakat

*  Investasi Pendidikan sebagai Pengembangan Sumber
Daya Manusia

¢  Perkembangan Kapitalisme Negara di Indonesia

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 10, No. 2, November 2006

Respon terhadap Tantangan Internasional

*» Konsep Legalisasi dalam Politik Kerjasama
Internasional

* Kebijakan Politik dan Keamanan Australia di
Kawasan Asia Pasifik

* Nasionalisme dan Negara Bangsa

* Pendekatan Kultural sebagai Strategi Resolusi
Konflik: Kasus Khon Kaen Thailand

*  WTO, Negara sedang Berkembang dan Gerakan
Masyarakat Sipil Global

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 10, No. 3, Maret 2007

Kebijakan Sosial Politik

* Marjinalisasi Petani atas Nama Pemberdayaan:
Problematika Mengubah Paradigma Kebijakan

*  Mewujudkan Kebijakan Pertanian yang Pro-Petani

*  Mengkaji Potensi UKM untuk Pembuatan Kebijakan
Anti Kemiskinan di Indonesia

e Potret Buram Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

*  Kepedulian Sosial Perusahaan: Cermin Disfungsi
Pluralisme Kesejahteraan

* Dinamika Pelaksanaan Desentralisasi Birokrasi
Pelayanan Kesehatan

e Amandemen Konstitusi untuk Mengelola
Kebhinekaan Indonesia

¢ CalonIndependen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan
Parpol

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 11, No. 1, Juli 2007

Demokrasi Mencari Bentuk

¢ Institusionalisasi Demokrasi Deliberatif di Indonesia:
Sebuah Pencarian Teoretik

¢ Islam, Demokrasi, HAM: Sebuah Bentuan Filosofis
dan Teologis

* Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi

»  Dilema para Politisi di Tingkat Lokal: Antara Mimpi,
Inovasi dan Demokrasi

* Antagonisme Sosial, Dekonsensus, dan Rantai
Ekuivalensi: Menegaskan Kembali Urgensi Model
Demokrasi Agonistik

*  Explaining the Emergency and the Durability of the Right
Wing Parties: The Case of The Italian Second Republic

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 11, No. 2, November 2007

Dinamika Politik Lingkungan

* Nilai Strategis Isu Lingkungan dalam Politik
Indonesia

e Perubahan Lingkungan dan Konflik Kekerasan:
Membaca Papua melalui Pendekatan Environmental
Security

* Lingkungan Hidup dan Liberalisasi Perdangangan:
Upaya Mencari Jalan Tengah

¢ Hutan Rakyat dan Serbuan Pasar: Studi Refleksi
Pengusahaan Hutan Rakyat Lestari secara Kolaboratif
di Pacitan

*  Kerusakan Ekologis Hutan Jati di Kabupaten Muna
(Potret Pemujaan Pendekatan Anthroposentri)

*  Banjir Jakarta 2007: Kegagalan Kolektif Pengelolaan
Bumi

* Menggugah Partisipasi & membangun Sinergi:
Upaya Bergerak dari Stagnasi Ekologis Pengelolaan
Sampah

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 11, No. 3, Maret 2008

Komunikasi Bencana

¢ Bencana, Informasi dan Keterlibatan Media

*  Kecenderungan “Framing” Media Massa Indonesia
dalam Meliput Bencana sebagai Media Event

*  Wajah Spanduk Solidaritas Gempa Yogyakarta:
Tinjauan dari Perspektif Komunikasi

* Literasi Media dan Interpretasi atas Bencana

*  Memberdayakan Masyarakat Lewat Penyiaran Berita
Bencana Alam

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 12, No. 1, Juli 2008

Gerakan Sosial

*  Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat: Masyarakat
Kuat, Negara Kuat, Mengapa Tidak?

*  Wajah Prakarsa Partisipatif: Dinamika Gagasan
Reforma Agraria dan gerakan Sosial di Indonesia
Pasca 1998
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» Tatkala Kampung Kota Bicara Konflik-Harmonisasi

* Polling sebagai Ekspresi Opini Publik, Pilar Kelima
Demokrasi?

*  Memerkarakan Identitas Nasional: Representasi
Identitas Kultural dalam Sinema Generasi baru
indonesia dan Malaysia

* Konvergensi Media Periklanan dalam Konstelasi
Perkembangan Teknologi Media

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 12, No. 2, November 2008

Media dan Demokrasi

*  Konsentrasi Kepemilikan Media dan Ancaman

*  Paradoks Media sebagai Pilar Keempat Demokrasi

*  Ketika Watchdog Dipelihara Para Juragan: Kontrol
Pengusaha terhadap Media Massa

» Polling sebagai Ekspresi Opini Publik, Pilar Kelima
Demokrasi?

*  Memerkarakan Identitas Nasional: Representasi
Identitas Kultural dalam Sinema Generasi Baru
Indonesia dan Malaysia

* Konvergensi Media Periklanan dalam Konstelasi
Perkembangan Teknologi Media

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 12, No. 3, Maret 2009

Parpol dan Pemilu

*  Demokrasi Biaya Tinggi: Dimensi Ekonomi dalam
Proses Demokrasi Elektoral di Indonesia Pasca Orde
Baru

*  GolputPasca Orde Baru: Merekonstruksi Ulang Dua
Prespektif

+  Kampanye Politik: Idealitas dan Tantangan

»  Politik Klientelisme Baru dan Dilema Demokratisasi
di Indonesia

»  Parliamentary, Presidential, and Semi-presidential Systems of
Government: Representation or Policy-making Effectiveness?

*  Kajian Epistemologis Iklan Politik dan Perilaku Memilih
dalam Dinamika Pemilu 2009

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 13,No. 1, Juli 2009

Konflik dan Perdamaian

*  Kekerasan atas Nama Agama: Perspektif Politik

»  Journey to Zero Violence: An Experience of Youth-Based
Civil Society Organization in Eradicating Violent
Practices in The School Initiation Programme

* Lingkungan dan Pembangunan Perdamaian: Refleksi
kasus Aceh

*  Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia:
Kaitan Perdamaian, Pembangunan dan Demokrasi
dalam Pengembangan Kelembagaan Pasca Konflik

* Manakala Konflik Berkepanjangan harus
Diselesaikan: Kasus Konflik Perkebunan Ketajek,
Jember

*  Middle Class Chinese Indonesians in Solo: In Search of
New Identity in Post-Suharto’s New Order

* Keamanan maritim dan Implikasi Kebijakannya bagi
Indonesia

Previous Issue

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 13, No. 2, November 2009

Demokrasi dan Transformasi Institusi Tradisional

»  Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik

»  State Neglect, Church Decline, and Ascendent Adat: The
Power Contestation in Adonara, Eatern Flores

*  Peran Negara dalam Menciptakan Perdamaian: Kasus
Pilkada Langsung di Kab. Gianyar dan Kab. Buleleng
Provinsi Bali

*  Yogyakarta in Decentralized Indonesia: Integrating
Traditional Institution n Democratic Transition

* Komunitas Berpagar: antara Inovasi Sosial dan
Ketegangan Sosial (Studi Kasus Komunitas Berpagar
di DIY)

*  Dinamika Sistem Kesejahteraan dan Modal Sosial di
Masyarakat Banjar Pakraman-Bali

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 13, No. 3, Maret 2010

Dinamika Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

* Jaminan Sosial Berbasis Komunitas: Respon atas
Kegagalan Negara dalam Penyediaan Jaminan
Kesejahteraan

*  Pengarusutamaan Lansia dalam Pelayanan Sosial

*  Social Habitus of Domestic Workers Family: The Influence
of Remittance to Domestic Workers Family

* SDM dan Modal Sosial dalam Jaringan Bisnis Komun
itas Tarekat di Yogyakarta

+ Startegi Penciptaan Pelayanan Kesehatan Dasar
untuk Kemudahan Akses Penduduk Desa Miskin

*  Reorientasi Kebijakan UMKM di Era Asia China Free
Trade Area (ACFTA)

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 14, No. 1, Juli 2010

Multikulturalisme dan Pergulatan Identitas

»  Discourse Subaltern dalam Masyarakat Interkultural:
Mencermati Relasi Gender

*  Masyarakat Warga dan Problem Keberadaban

*  Resistensi Kelompok minoritas Keagamaan Jemaat
Ahmadiyah Indonesia

* Kontestasi Abangan-Santri Pasca Orde Baru di
Pedesaan Jawa

¢ Dinamika Kekuasaan dalam Komunitas Jazz
Yogyakarta 2002-2010

*  Managing Political Information: A Malaysian Perspective

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 14, No. 2, November 2010

Membedah Radikalisme di Indonesia

*  Aksi dan Identitas Kolektif Gerakan Islam Radikal
di Indonesia

*  Melacak akar Radikalisme Islam di Indonesia

* Radikalisasi Pluralisme sebagai usaha
Pengarusutamaan Politik Agonistik

*  Probabilitas Teroris Perempuan di Indonesia

* Kebijakan Anti-Terorisme Indonesia: Dilema
Demokrasi dan Represi

*  Reorientalizing Islam: Terrorism and Discourse on Evil

269 [HHHTHTTEEEEERETEREE T e ]SI

DAN ILMU POLITIK



Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 21, Issue 3, Maret 2018

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 14, No. 3, Maret 2011

Membingkai Peran Politik Media

*  How Smart Can We Go? The Quality of Campaign
Information in The 2009 Presidential Election

*  Menuntut Kelengkapan Peran Media: Tidak Hanya
membawa tetapi juga Membongkar Pencitraan

¢ Media Lokal dalam Konstelasi Komunikasi Politik
di Daerah

*  Democratic Governance dan HAM: Makna Kebebasan
Pers dalam Otonomi Daerah

* Dilema Peliputan Terorisme dan Pergeseran Pola
Framing Berita Terorisme di Media Massa

* Etika: keamanan Berpolitik dan Ber-New Media

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 15, No. 1, Juli 2011

Kebijakan Sosial di Aras Lokal

*  Menuju Pelayanan Sosial yang Berkeadilan

* Efektivitas Kebijakan Sosial dalam Pemecahan
Masalah Sosial

*  Membangun Kepercayaan Publik Melalui Kebijakan
Sosial Inklusif

* Revitalisasi Model Penanganan Anak jalanan di
Rumah Singgah

*  Pengetahuan Ekologi Tradisional Masyarakat Orang
Asli Jakun dalam Menilai Ekosistem Servis di Tasik
Chini, Malaysia

* Inovasi Pelayanan Publik Setengah Hati: Studi
Pelayanan Publik di SAMSAT Kota Yogyakarta

e The Two Edge Knife of Decentralization

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 15, No. 2, November 2011

Dilema Tata Kelola Pemerintahan

*  Reaktualisasi Politik Demokrasi: Politik Agensi dan
Revitalisasi kelembagaan Demokrasi

*  Governance and New Mode of Governing: Indonesia as
a Metaphor

*  Pembentukan Struktur Negosiasi Kota Surakarta:
Kritik Nalar ‘Best Practices” dalam Penyelenggaraan
Pemerintah

*  ‘Komin Tipu Komin’: Elit Lokal dalam Dinamika
Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua

*  Tolerance of Minorities and Cultural Legitimacy: The Case
of Pesantren Khusus Waria Al-Fattah Senin-Kamis
Yogyakarta

* Redefinisi “Perbatasan dan Keamanan” di Asia
Tenggara: Sebuah Paradigma untuk Ketahanan
nasional)

*  Praktik Jurnalisme Lingkungan oleh Harian Jawa Pos

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 15, No. 3, Maret 2012

Dinamika Politik Desentralisasi

e Democratic Transition in Local Indonesia: An Overview
of Ten Years Democracy

*  The Paradox of Distance in Decentralized Indonesia

* Desentralisasi dan Sumber Daya Aparatur:
Problematika Pelaksanaan Desentralisasi Pelestarian

Cagar Budaya di Provinsi Sumatra barat, Riau, dan
Kepulauan Riau

*  Implementasi Reformasi Organisasi Perizinan di Dinas
Perizinan Kota Yogyakarta

*  Humanitarism and Disaster Governance in Indonesia:
Case Study Merapi Eruption in 2010

e Strukturisasi Norma: Pengarusutamaan gagasan
Neoliberal dalam Pembangunan di Negara Pasca-
Kolonial (Pengalaman Amerika Latin dan Asia)

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 16, No. 1, Juli 2012

Politik Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam

*  Wacana Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
dalam Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia

*  Konflik dalam Penentuan Dana Bagi Hasil antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur

*  Sengketa Perebutan Divestasi saham Newmont Nusa
Tenggara: analisis Ekonomi Politik 2008-2012

*  Ekonomi Politik Perminyakan Indonesia: Analisis
Kebijakan Liberalisasi Sektor Hulu Migas Indonesia
Pasca 1998

e Pembangunan Berbasis Waterfront dan Transformasi
konflik di Bantaran Sungai: Sebuah Pemikiran Awal

e Does The Pressure of Population and Poverty Cause
Deforestation?

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 16, No. 2, November 2012

Mengelola Perbatasan Negara

e Problem Diplomasi Perbatasan dalam tata kelola
perbatasan Indonesia-Malaysia

* Rezim Persahabatan ASEAN dalam Tata Kelola
Lintas Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia berbasis
Connectivity

¢ Penguatan Human Security sebagai Strategi
Pengelolaan Perbatasan Indonesia-Malaysia

* Keamanan Energi dan Hubungan Kerjasama Cina-
Jepang

* Signifikansi Desentralisasi Kehutanan bagi
Implementasi REDD+ di Kabupaten Maluku Tengah

*  Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran
Jurgen Habermas tentang Ruang Publik

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 16, No. 3, Maret 2013

Gerakan Sosial (Baru) Pasca “Orde Baru”

»  PKBI: Aktor Intermediary dan Gerakan Sosial Baru

¢ Gerakan Buruh Pasca Soeharto: Politik Jalanan di
Tengah Himpitan Pasar Kerja Fleksibel

*  Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan: Sebuah Transformasi
Perjuangan Masyarakat (Kasus Masyarakat Moro-
Moro Register 45 Mesuji Lampung)

* Reforma Agraria dan Aliansi Kelas Pekerja di
Indonesia

*  Optimising Community-Based Forest Management Policy
in Indonesia: A Critical Review

* Berlindung dalam HAM: Strategi Pekerja Seks di
Eropa untuk Mentransformasi Kebijakan Prostitusi
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Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Volume 17, No. 1, Juli 2013
Menimbang Birokrasi, Partai, dan Politik di Indonesia

Ekonomi-Politik Kebijakan Impor Garam Indonesia
Periode 2007-2012

Etnisitas sebagai Instrumen Politik dan Keamanan di
Kalimantan Barat Pasca Rezim Orde Baru

Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia
Membongkar Veto Player dalam Politik Kepartaian
Indonesia menuju Pemilu 2014

Menimbang Media Sosial dalam Marketing Politik
di Indonesia: Belajar dari Jokowi-Ahok di Pilkada
DKI Jakarta 2012

Mereformasi Birokrasi dari Perspektif Sosio-Kultural:
Inspirasi dari Kota Yogyakarta

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
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